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ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat : 1

BUPATI ACEH UTARA,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19gl
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan
Pajak (fcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kati
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo r 7 Tatrun 2O2l
tentang Harmonisasi Peraturan perp4jakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 246, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673i6); 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Ta}lun 2O22 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 21lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tenta.ng
Ketentuan Umum Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor g5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6gg1);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 terrt-ang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahtn 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pajak Kabupaten adllah yang selanjutnya disebut pajak

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehorang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesamya-besarnya kemakmuran rakyat.
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2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanj utnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

8. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

l1.Wajib Pqjak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

12. Penanggung Pqlak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wal<il
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, kmbaga dan bentuk badan
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lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha
tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah
permukaan Bumi.

17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOp
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang te{adi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan
pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak
dan masa pajak, bagian tahun pa,jak, atau tahun pajak yang
sarna.

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
!3*pai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepadi
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
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24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPIPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek
dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pqjak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Pqjak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajah yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kareni
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

SS !y3t Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan ea.iaf<
dan/atau sanksi administratif berupa denda. hil
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34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutaa oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penangung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaaa,
melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah
disita.

38. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun pajak.

39. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atausurat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang_
undangan perpajalan Daerah.

40. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yanq meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat paksa, penyitaan, dan penyanderaJn. 

-

41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.
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42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi daerah.

43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

44. Tanda langan Barcode adalah tanda tangan digital yang
berupa kotak 6"ri., titik-titik hitam dan spasi pum yan[
disusun dalam pola tertentu.

45. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
penagihan _Pajak atau terhadap keputusan yang dapat
diajukan Gugatan berdasarkan peraturan -perundang-

undangan perpajakan yang berlaku

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

a. pedoman dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan; dan

b. sebagai pedoman bagr Wajib pajak dalam melakukan
kewaj iban perpajakannya.

(2) P.eraturan Bupati ini bertujuan agar pemungutan pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Nama objek, subjek dan wajib pajak pBB-p2;
b. penetapan besaran pajak;
c. pendaftaran, pendataan dan penilaian;
d. tata cara penerbitan dan penyampaian SppT;
e. tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan

pembayaran;
f. pelaporan;
g. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan;
h. pemeriksaan pajak;
i. penagihan pajak;
j. keberatan dan banding;
k. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

ba
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1. gugatan; dan
m. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi.

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Bagian Kesatu
Nama Pajak

Pasal 4
Dengan nama PBB-P2 adalah Pajak atas bumi/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh brang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untu[
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bagian Kedua
Objek Pajak

Pasal 5

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atiu Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib pajak

Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB V

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 7
Penetapan besaran pajak pBB-p2 adalah berdasarkan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP).

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 untuk NJOp dibawah Rp. 1.000.000.000,_ (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1yo (nol koma satu
persen).

(2) Tarif PBB-P2 untuk NJOp diatas Rp. 1.000.000.000,_ (satu
milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,_ '(tiga
milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,2%o (nol koma dua
persen).

^a
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(3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,37o (nol koma tiga
persen).

(a) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak
ditetapkan sebesar O,O7 5o/o (nol koma no1 tujuh puluh lima
persen).

BAB VI
TATA CARA PENDAFIARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran

Pasal 9

(1) Pendaftaran objek Pajak dilakukan dengan cara subjek pajak
mengisi SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat
diperoleh di Bidang PBB dan Dana perimbangan BpKD
Kabupaten Aceh Utara atau di tempat lain yang ditentukan.

(2) SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani dan disampaikan ke Bidang pBB dan Dana
Perimbangan BPKD Ikbupaten Aceh Utara selambatJambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SpOp oleh subjek
pajak atau kuasanya.

(3) SPOP dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat :

a. Informasi Tambahan untuk data baru;
b. Data letak objek pajak;
c. Data subjek pajak;
d. Data Tanah;
e. Data Bangunan;
f. Pernyataan Subjek Pajak;
g. Identitas pendata/pejabat yang berwenang; dan
h. Sket/denah lokasi objek pajak.

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek
Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :

a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas

lainnya dari Wajib pajak;
c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan yaitu :

l. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau
Bangunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau
Bangunan; atau

3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/ atau
Bangunan;

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sslagaimana
dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus melampirkan
surat izin dari pemilik Bumi dan/ atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1;

e. surat keterangan kepala desa/lurah; dan
f. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.

ba
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(5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan
te{adinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
meliputi:
a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek

Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa
bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/ atau
LSPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 10

(1) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak dilakukan oleh petugas
Bidang PBB Dana Perimbangan dan berdasarkan informasi
subjek pajak.

(2) Pendataan objek Pajak dan subjek pajak sslagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatife :

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SpOp dan/atau
LSPOP,

b. identifikasi Objek Pajak,
c. verifikasi data Objek Pqjak, dan
d. pengukuran bidang Objek pajak.

(3) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
a. Pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek pajak

dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan
SPOP dan/ atau LS POP kepada BpKD; dan

b. Aktif, yaitu Pendataan oleh Bidang pBB dan Dana
Perimbangan BPKD dengan menggunakan formulir SpOp
dan/atau LSPOP melalui identifikasi Objek pajak, verifikasi
data Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek pajak
dengan mencocokkan data yang ada di BpKD dengan kondisi
sebenarnya objek dan Subjek pajak di lapangan;

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal l1
(1) Penilaian objek Pajak dilakukan oleh petugas baik secara massal

maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan
penilaian.

(2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunakan sebagai dasar penentuan NJOp.

^il
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(3) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan
nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT
sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang
bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.

(4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/ atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebegaimana
dimaksud pada ayat (a) huruf a dilakukan dengan cara
membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek
Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui
dengan melakukan beberapa penyesuaian.

(6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan
dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk
membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

(7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki nilai
komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan
seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap
Objek Pqlak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional,
dan hak pengusaha.

Pasal 12

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran,
pendataan, dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam
rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data wajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau
diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan
penilaian objek Pajak dan subjek pajak dalam rangka
pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, Bupati dalat
bekerjasama dengan Kantor pertanahan dan/atau instansi
terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek pajak dan sujek pajak dalam
rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data dapat
dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis
yang ditentukan.

ba
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BAB VII

TATA CARA PENERBITAN DAN PEITYAMPAIAN SPPT SERTA
SKPD

Bagran Kesatu

Penerbitan SPPT

Pasal 14

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :

l. Lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BpKD;
2.Informasi berupa tulisan 'SPPI pBB bukan merupakan

bukti kepemilikan hak';
3. Kode Akun;
4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
5. Nomor Objek Pajak (NOP);
6. Irtak Objek Pajak;
7. Nama dan alamat Wajib pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pqjak;
9. Objek Pajak;

10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11 Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12. NJOP;
13. Total NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan

PBB;
14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak (NJOpfKp)
15. PBB yang terutang;
16. PBB yang harus dibayar;
17. Tanggal jatuh tempo; dan
18. Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

l. Nama petugas penyampai SppT;
2. Tanggal Penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

(2) SPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir kertas khusus dan berhologram.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 15

(1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :

a. Urrtuk SPPI yang bernilai sampai dengan Rp. 2.000.000._
(dua juta rupiah) menggunakan tanda tangan barcode.

b. Untuk SPPT yang bernilai di atas Rp. 2.ObO.OO0._ (dua juta
rupiah) menggunakan tanda tangan basah.

(2) Pencetakan SPPT dapat dilakukan derrgan cara :
a. Pencetakan massal; dan
b. Pencetakan dalam rangka, 

b 0l
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1. Pembentukan salinan SPPT;
2. Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut dari keputusan

terhadap keberatan, pengurangan ketetapan, atau
pembetulan.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I dan
angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut
pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi Pajak dan/atau
subjek Pajak.

(3) Pencetakan SPPT sebegaimana dimaksud pasal (2) diikuti
dengan pencetakan Buku DHKP untuk masing-masing gampong
dan dilakukan dengan cara :

1. Pajak terhutang yang bernilai sampai dengan Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dihimpun dalam Buku I, Buku II dan Buku
III; dan

2. Pajak terhutang yang bernilai diatas Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) dihimpun dalam Buku IV dan Buku V.

Bagian Kedua

Penyampaian SPPT

Pasal 16

(1) Bupati menyampaikan SPPT kepada Koordinator pemungutan
PBB dengan disertai daftar penerimaan.

(2) Koordinator Pemungutan PBB meneliti. memisahkan dan
mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek pajak paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SppT.

(3) Koordinator Pemungutan menyampaikan SppT kepada Wqlib
Pajak untuk Ketetapan yang dihimpun dalam Buku I, Buku II,
Buku III melalui Camat atau Petugas pBB-p2 kecamatan.

(4) Penyampaian SPPT dituangkan dalam Berita Acara penverahan
SPPT.

(5) SPPT yang dihimpun dalam Buku IV dan Buku V disampaikan
langsung oleh masing-masing Koordinator kepada Wajib eajak
atau kuasanya.

(6) Koord-inator Pemungutan pBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 ditunjuk dan diangkat dengan keputusan Kepala eifD.

Pasal 17

(l) Sebagai bukti bahwa Wajib pajak telah menerima SppT, tanda
terima SPPT yang melekat pada bagian bawah SppT harus
ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya dengan
mencantumkan nzuna dan tanggal diterimanya SFprf seina
jelas.

(2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Koordinator pemungutan pBB melalui
Petugas PBB masing-masing kecamatan.

(3) Koordinator Pemungutan pBB menghimpun tanda terima SppT
yang diterima dari Wajib pajak, dicatat dalam daftar rekapitulasi
penyampaian SPPL

bil
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Bagian Ketiga

SKPD

Pasal 18

(1) Bupati mengeluarkan SKPD dalam hal :

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari keq'a setelah tanggal diterimanya SpOp dan
setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah P4lak yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.

(2) Formulir SKPD sekurang-kurangnya memuat :

a. lambang daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BpKD;
b. tahun Pajak;
c. letak Objek Pajak;
d. nama dan alamat Wajib Pajak;
e. nomor pokok wajib pajak dan/atau NPWPD;
f. Objek Pajak;
g. luas bumi dan/atau bangunan;
h. kelas bumi dan/atau Bangunan;
i. NJOP;
j. total NJOP bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan

PBB;
k. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak (NJOPTKP)
l. PBB yang terutang;
m. PBB yang harus dibayar;
n. tanggal jatuh tempo; dan
o. tempat Pembayaran.

(3) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

TATA CARA PEMBAYARRI?Ji,}p,o*N, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 19

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara
Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara dan tempat_tempat lain
yang ditunjuk.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang
dilakukan ditempat lain, paling lambat 1 (satu) trari te4a tr-arus
disetor ke rekening Bendahara Umum Daerah.

(3) lV_ajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya
diberikan STTS sebagai tanda bukti pembayaran pajak. -

(4) Bentuk dan isi formulir STTS sekurang-kurangnya memuat:

bu
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a. lambang daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BPKD;
b. nama Wajib Pajak;
c. NPWP;
d. alamat Wajib Pajak;
e. nomor Objek Pajak;
f. letak objek Pajak;
g. jenis Ketetapan Pajak;
h. Nomor ketetapan Pajak;
i. tahun Pajak;
j. uraian Pembayaran;
k. jumlah Pembayaran;
1. tempat Pembayaran; dan
m. kode akun;

(5) Bentuk dan isi formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagaimana tercantum dalam l,ampirarr IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro
atau cek, atau dengan cara transfer atau pemindahbukuan, baru
dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyetoran
Pasal 2 1

(1) Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak terutang
menggunakan SPPT atau SKPD sebagai dasar pembayaran.

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terhutang paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SppI oleh Wajib
Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pqlak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
(2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 17o (satu persen) per bulan dari pajak Teruiang yang
tidak atau kurang bayar atau setor, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STpD.

Pasal 22

Tempat pembayaran Paja_k terutang dilakukan oleh Wajib pqiak
pada bank tempat sebagaimana yang ditunjuk dalam SppT. -

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan pembayaran pajak

Pasal 23
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Bupati untuk melalukan angsuran atau menunda
pembayaran Pajak yang harus dibayar.

bil
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(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kela
sebelum jatuh tempo pembayaran.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
dikarenakan Wajib Pajak mengalami likuiditas atau mengalami
keadaan diluar kekuasaannya dan alasan-alasan lain dengan
menyebutkan antara lain sebagai berikut :

a. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur,
masa angsuran, dan besamya angsuran; dan

b. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan
jangka waktu penundaan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat dipenuhi dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan
di luar kekuasaannya, sehingga Wajib pajak tidak dapat
menyampaikan permohonan angsuran utang pajak tepat pada
waktunya, maka Wajib Pajak dapat diberikan waktu untuk
mengajukan permohonan perpanjangan masa angsuran selama
14 hari keda setelah jatuh tempo pembayaran.

Pasal 24
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) harus memberikan jaminan
yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, kecuali apabila Bupati
menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa
garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang
bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikai
tanah atau sertifikat deposito.

Pasal 25
(1) Bupati setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti

pendukung yang diajukan oleh Wqjib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam jangka waktll30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan
secara lengkap mengeluarkan Keputusan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa :
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran

atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak dan pertimbangan Bupati; atau

b. menolak permohonan Wajib pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 3O (riga puluh) hari keq.a

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) telah terlampaui din
tidak diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan wajib
pajak dianggap dapat disetujui.

(4) Dalam hal permohonan Wajib pqjak disetujui, Bupati
mengeluarkan Keputusan persetujuan Angsuran pembayaran
Pajak.

b0
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(5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengeluarkan
Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran
Pajak.

Pasal 26

Wajib Pajak yang sedang mengqiukan
membayar argsur€rn atau menunda
dikeluarkan SKPD.

permohonan
pembayaran

untuk
Pajak

Pasal 27

(1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untukjangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dikeluarkannya
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak.

(2) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran
Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar O,60/o (nol koma enam
persen) perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 28

(1) Besamya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam
jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.

(2) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.

(3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan
mengeluarkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran,
jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 29

(1) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak.

(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilunasi pada tahun berikutnya.

(3) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang
ditunda pelunasannya.

(a) Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan atas utang
pajak yang masih harus dibayar karena ketidal,rrnampuan wajib
Pajak membayar pada saat jatuh tempo.

(5) Bentuk dan isi formulir angsuran dan penundaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan 29 sebagaimana tercantum dalam
t ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

A



- l8 -

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 30

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPKD.

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari
pendapatan asli daerah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan
SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank dan
tempat pembayaran lainnya.

(4) BPKD menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank atau
tempat pembayaran lainnya paling lambat pada tanggal l0
(sepuluh) bulan berikutnya.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN

Bagian kesatu

Pembetulan

Pasal 31

Kepala BPKD atas nama Bupati dapat membetulkan SppT, SKPD
dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Bagian kedua

Pembatalan
Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada
Bupati atas ketetapan pajak yang tercantum dalam SppT, SKpD,
atau STPD.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :

a. luas objek pajak;
b. NJOP.
c. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SppT,

SKPD, atau STPD.

(3) Pembatalan SPPT, SKPD, atau STpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan apabila SppT, SKPD, atau STpD
tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 33

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKpD atau STpD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 diajukan secara perseorangurn,
kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.

bn
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(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangEm
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :

a. I (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD;

b. diqjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampirkan asli SPPT, SKPD atau STPD SKPDLB yang
dimohonkan pembatalan; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa.

(3) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang
sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SppT sampai
dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
d. diajukan melalui Geuchik setempat.

Bagian ketiga

Pengurangan K€tetapan

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
untuk meminta pengurangan ketetapan pajak yang tercanium
dalam SPPT, SKPD, atau STpD.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SppT, SKpD atau STpD;
b. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oteh
Wajib Pajak atau Kuasanya;

c. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, atau STpD;
d. melampirkan bukti lunas pajak terutang tahun sebelumnya.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati karena jabatannya dapat mengurangkan ketetapan
Pajak yang tercantum dalam SppT, SKpD atau STpD.

(4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan
atas pertimbangan :

a. kemampuan Wajib pajak; atau
b. kondisi tertentu objek pajak.

(5) Pertimbangan kemampuan Wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a untuk:

0^A
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a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1. pensiunan;
2. veteran;
3. penerima tanda jasa bintang gerilya;
4. janda/duda pensiunan/veteran dan penerima tanda jasa

bintang gerilya.
5. berpenghasilan dibawah upah minimum regional;
6. perubahan harga pasar sehingga mempengaruhi nilai jual

objek pajak.

b. Wajib Pajak Badan meliputi :

Objek Pajak yang Wajib Pqiaknya adalah Wajib Pajak badan
yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada
Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin.

(6) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b adalah :

a. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa meliputi :

1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.

2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah
penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

b. Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan
limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b adalah :

a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :

l lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air
utamanya berasal dari air irigasi; dan

2.lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang
sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

b. tanah pertanian bukan sawatr, meliputi :

1. tegal/kebun;
2. ladang/huma;
3. perkebunan;
4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat;
5. padang pengembalaan/padang rumpu!
6. lahan yang sementara tidak diusahakan;

Pasal 35

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)
dapat diberikan :

a. sebesar 757o dari nilai ketetapan pajak untuk kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a.
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b. sebesar 50% dari nilai ketetapan pajak untuk Objek Pajak
yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (6) hurufb.

(2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a wqjib pajak tidak memerlukan permohonan.

Pasal 37
(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b

dan Pasal 36 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan
Wajib Pajak.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. perseorangan, untuk Pajak terutang berdasarkan SKPD; dan
b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak terutang

berdasarkan SPPT,

(4) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dapat dikuasakan terhadap p4jak terutang sampai
dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

(5) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurufb, dapat dikuasakan dengan memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun Pajak
berjalan;

b. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani;

c. diajukan kepada Bupati melalui:
1. Geuchik setempat; dan

e. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali
dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

2. Pengurus organisasi terkait;
d. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam atau sebab lain yang luar biasa.

ba

Pasal 36

(1) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang
tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD.

(2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pokok Pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

(3) SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan pembatalan karena bukan kesalahan data dari
Wajib Pajak.



1')

f. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan
pengurangan.

Pasal 38

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan secara
kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari keda sejak
tanggal permohonan diterima, harus memberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasar kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
melampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan
Pengurangan dianggap telah dikabulkan.

Pasal 39

(1) Bupati mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 dan Pasal 38 yang isinya mengabulkan seluruhnya
atau sebagian, atau menolak seluruhnya atau sebagian.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan
atau Pembatalan, harus menetapkan suatu Keputusan.

(a) Wajib Pajak yang telah mendapat ketetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat meng4iukan permohonan
Pengurangan atau Pembatalan kembali atas SppT/SKpD yang
sama.

BAB XI

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 40

(1) Kepala BPKD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pBB-p2 dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pqjak tidak melaporkan objek

pajaknya dengan benar; dan

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena
keputusan keberatan, putusan banding, putusan
peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau
keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
PBB.P2.

^il
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(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1 (satu)
Tahun Pajak beq'alan dan/ atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 41

( 1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/ atau
Pemeriksaan Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan Sp2
sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan
SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh
tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran.

Pasal 42

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHp dan
didokumentasikan dengan baik.

(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:

a.SKPD; dan

b.SKPDLB.

BAB XII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 43

(5) STPD sebagaimana dimaksud
kurangnya memuat :

pada ayat (1) sekurang-

(1) Bupati dapat menerbitkan STpD jika SppT atau SKpD tidak atau
kurang bayar setelah jatuh tempo.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang pada saatjatuh tempo STPD, Wajib pajak ditegur secara tertulis dalam
bentuk Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

{r]g]ugtan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo
STPD/ Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/putusL
Banding.

(4) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah
tanggal Surat Teguran, Wajib pajak harus melunasi Fajak yang
terutang.

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BpKD;
b. nama Wajib Pajak;
c. nomor dan tanggal penerbitan;
d. alamat Wajib Pajak;
e. jumlah pajak yang terutang;
f. letak Objek Pajak;
g. nomor objek Pajak;

^8
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h. rincian pajak yang terutang;
i. tanggal jatuh tempo;
j. tempat pembayaran;
k. tahun Pajak; dan
L tanggal diterima;

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat :

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BPKD;
b. nama Wajib Pajak;
c. nomor dan tanggal penerbitan;
d. jenis pajak;
e. tahun pajak;
f. nomor dan tanggal STPD/SKPD/Keputusan Keberatan/

Keputusan Pembetulan/putusan Banding
g. tanggal jatuh tempo; dan
h. jumlah tunggakan pajak.

(7) Bentuk STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) dan ayat (a), jumlah Pajak yang harus dibayar dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 2 1 (dua puluh
satu) hari keda sejak tanggal dikeluarkan surat teguran.

(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat :

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop BPKD;
b. nama Wajib Pajak;
c. nomor dan tanggal penerbitan;
d. jenis pajak;
e. tahun pajak;
f. nomor dan tanggal STPD/SKPD/Keputusan Keberatan/

Keputusan Pembetulan/putusan Banding
g. jumlah tunggakan pajak.

(4) Bentuk surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 45

Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangkawakttt 2 x 24
jam setelah hnggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib
Pajak, Bupati menerbitkan Surat Perintah Penyitaan terhadap
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2\.

^il
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Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah lewat waktu
l4 (empat belas) hari keq'a sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
akan dilaksanakan pengumuman lelang.

(2) Pelaksanaan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib pajak belum melunasi pajak terutang dan biaya
penagihan yang masih harus dibayar setelah pengumuman
lelang dalam jangka waktu 14 (empat betas) hari keg'a akan
dilakukan penjuaian barang sitaan melalui kantor lelang
negara.

(3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi
penerimaan daerah sebesar pajak terutang dan biaya
penagihan.

(4) Kelebihan atas penjualan barang sitaan dikembalikan kepada
Wajib Pajak.

(5) Tatacara pengembalian kelebihan atas penjualan barang sitaan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKD.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
Bupati menunjuk Jurusita Pajak Daerah.

(2) Jurusita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah PNS/PPNSD yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan PNS/PPNSD untuk diangkat menjadi Jurusita
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. berijazah serendah-rendahnya Sarl'ana (S 1 ) ;
b. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan

III/a; dan
c. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.

(4) Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan
sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Penagih Seketika dan Sekaligus
yang diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan :

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan mengecilkan
kegiatan usaha.

c. terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan,
menggabungkan, memekarkan, memindahtangankan dan
perubahan bentuk badan usaha termasuk badan usaha yang
akan dibubarkan oleh negara;

d. te{adi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
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(5) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diterbikan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
c. diterbitkan sebelum jangka waltu 21 (dua puluh) hari setelah

Surat Teguran diterbitkan; atau
d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(6) Surat Perintah Penagihan Seketika atau sekaligus memuat :

a. Identitas Jurusita/ PPNSD;

1. nama;
2. NIP;
3. pangkat/gol. ruang;
4. jabatan.

b. Identitas Penanggung Pajak :

1. nama;
2. ef,amal;
3. letak objek pqjak;
4. jumlah tunggakan;
5. perintah untuk membayar;dan
6. saat pelunasan pajak.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 48

(1) Wajib Pajak mengajukan keberatan dalam ha1 Wajib Pajak
berpendapat bahwa luas objek Pajak atau NJOP tidak
sebagaimana mestinya;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
secara :

a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
b. perseorangan untuk SKPD.

Pasal 49

(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat l2l harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) surat keberatan untuk I (satu) SPPT atau SKpD;
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
c. diajukan kepada Bupati;
d. dilampirkan asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut

perhitungan w4jib pajak, disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan Keberatannya;
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f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak
atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
dan

g. surat permohonan keberataan ditandatangani oleh wajib
pajak dan dapat dikuasakan;

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang
S INA;

b. diaj ukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
c. Nilai Pajak Terutang untuk setiap SPPT paling tinggi

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
d. diajukan kepada Bupati melalui Geuchik setempat;
e. permohonan keberatan harus melampirkan:

1. Asli SPPT tahun berjalan;
2. Foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas

kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
3. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
4. Foto copy lzin Mendirikan Bangunan (lMB).

f. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang disertai dengan
alasan yang mendukung pengajuan Keberatan;

g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT.

(3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan sebagai
dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :

a. dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak
atau kuasanya; dan

b. dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman
surat.

Pasal 50

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan,
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal penerimaan surat Keberatan harus memberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan
secara perseorangan; dan

b. Geuchik setempat dalam hal pengajuan keberatan secara
kolektif.

Pasal 51

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat
meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan
dan/atau perhitungan Pajak yang terutang kepada Bupati;

(2) Bupati memberi keterangan yang diminta oleh Wqjib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh)
hari kefa sejak surat permintaan diterima.
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(3) Keberatan dapat ditindaklanjuti atau disetujui apabila Wajib
Pajak telah membayar pajak paling sedikit sejumlah yang
disanggupi Wajib Pajak.

Pasal 52

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas
pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang sampai
dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

(2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan
Keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih besar dari
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 54

(1) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 memberi suatu Keputusan atas pengajuan
Keberatan;

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitlan, pengajuan
Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama I (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu
berakhir.

(4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data
dalam SPPT/SKPD, Bupati menerbitkan SPPT/SKPD baru
berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh
tempo pembayaran.

(5) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak
bisa diajukan Keberatan.

Pasal 55

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (U Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
sepanjang Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

o il

Pasal 53

(l) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Bupati terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan
penelitian di lapangan kepada Wqjib Pajak.
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Bagian Kedua

Banding

Pasal 56

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 57
(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:

a. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari SppI,
SKPD atau STPD; dan

b. SPPI, SKPD atau STPD yang dibayar oleh Wajib Pajak tidak
sesuai dengan kondisi objek pajak.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (21
harus memenuhi persyaratan:

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan
pembayaran pajak;

b. Permohonan dilampirkan fotocopi SPPT, SKPD, STPD dan
bukti pembayaran pajak yang sah;

c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib pajak dan
dapat dikuasakan; dan

d. Surat permohonan yang dapat dikuasakan yaitu untuk
kelebihan pembayaran Pajak sampai dengan Rp.2.000.000,-
(dua juta rupiah);

(2) Permohonan pengembalian kelebihan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipertimbangkan.

Pasal 59

(1) Bupati paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 58 ayat (2)
harus memberi keputusan.

bil
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(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
dianggap dikabulkan.

(3) Datam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk
melunasi utang Pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan SPMKP;

(5) Dalam hal pengembalian kelebihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberi imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran;

(6) Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan hanya untuk Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak
yang ketetapannya tidak sesuai dengan kondisi objek pajak.

(7) Formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merup"L2n Sagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB XV

GUGATAN

Pasal 60
Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; atau

b. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

c. Gugatan hanya dapat diaj ukan kepada Pengadilan Pajak.

BAB XVI

TATACARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTARI

Pasal 61

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
untuk meminta pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD;
b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau Kuasanya;

c. Melampirkan fotocopi SPPT/SKPD;

bl,



-3t..

(3) Atas permohonan wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati
dapat mengurangkan atau menghapusk-an sanksi administiasi
Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Aceh utara Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Ketentuan pelaksanaan
Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratur:an Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1446 H

JAIz+Y

*

o
Diundangkan di Lhoksukon

USpada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhatr 1446 H

DAERAH

^?H 
UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR /E
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah
diberikan kewenangan tanrbahan 'jalam peiigeiolaan pajak. Dalani
implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, dibutuhkan ketentuan
pelaksanaan yang diamanatkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam
Peraturan Bupati sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mempunyai peranan
penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan
pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup.Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas a4
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Pasal 13
Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi terkait dalam hal
pemeliharaan basis data, yaitu Badan Pertanahan Nasional,
Notaris PPAT, PPATS dan Instansi bidang pertanahan lainnya.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Koordinator Pemungutan PBB yaitu
para pegawai pada Bidang PBB dan Dana Perimbangan yang
ditunjuk oleh K,epala BPKD sebagai Koordinator Pemungutan
dengan tugas antara lain mengkoordir para Petugas
Pemungutan PBB-P2 di masing-masing kecamatan dalam
Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan tempat-lain yang ditunjuk yaitu
bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro dan pembayaran
secara ot ine.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (s)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 2 I
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

^p
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Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal2T
Cukup Jelas

D^^^',| '10

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Ayat (6)

Ayat (7)

Huruf b
Yang dimaksud dengan Objek Pajak jalur hijau
adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang
ditetapkan oleh pemerintah Daerah baik itu ruang-
ruang di kota atau wilayah yang lebih luas baik
dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk
area rneuranjairg/jalur yang dalani perrggunaaltrrya
lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa
bangunan.
Yang dimaksud dengan Objek Pajak kawasan limitasi
adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan
sama sekali yang memiiiki ratio tutupan lahan sama
dengan 0% (nol persen) sehingga tidak boleh ada
bangunan di dalam kawasan ini.
Yang dimaksud dengan Objek Pajak wilayah tertentu
yang ditetapkan oleh Bupati adalah wilayah dalam
Daei'ah yailg ditetapkan oleh Bupati i:iituk
mendapatkan pengurangan Pajak.

Huruf b
Yang dimaksudkan dengan :

i. Tegal7'kebun a<ialah lahan bukan sawah (lahan
kering) yang ditanami tanaman semusim atau
tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar
rumah serta penggunaannya tidak berpindah-
pindah.

2. Laoangliluma adaiah iahan bukan sawah (lahan
kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman
dan penggunaannya hanya semusim atau dua
musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah
tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan
iahan ini beberapa tahun kemuriian akan ^
dikerjakan kembali jika sudah subur. 6I
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3. Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman
perkebunan/industri seperti : karet, kopi, teh dan
sebagainya baik yang diusahakan oleh
rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan
perkebunan yang berada dalam wilayah
kecamatan.

4. Lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat adalah
lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-
kayuan/hutan ralq/at termasuk bambu, sengon
dan angsana, baik yang tumbuh sendiri maupun
yang sengaja ditanami, termasuk semak-semak
dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu dan
kemungkinan juga ditanami tanaman palawija
tetapi hasil utamanya kayu.

5. Padang pengembalaan/padang rumput adalah
lahan yang khusus digunakan untuk
pengembalaan ternak. Lahan yang sementara
tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1

(satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak
dianggap sebagai lahan pengambalaan/padang
rumput meskipun ada hewan yang digembalakan
disana.

6. Lahan yang sementara tidak diusahakan,
(cantumkan kedalam penjelasan adalah lahan
pertanian bukan sawah yang tidak ditanami
apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang
atau sama dengan 2 (dua) tahun. l,ahan sawah
yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua)
tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan
sawah yang sementara diusahakan.

Huruf c
Nomor urut 2
Yang dimaksud dengan pengurus organisasi terkait lainnya
yaitu pengurus dari organisasi-organisasi para wajib pajak
bernaung seperti LVRI.

Pasal 37

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Ayat (s)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

bl
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Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KAEIUPATEN ACEH UTARA NOMOR

^a



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NoMoR l) tanurzozs
TEI{TANG TATA CARA PEMUNGI..ITAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

BADAIT PEITGEI,OLAAIT I(EUAITGAIT DAERAII
Jalan Banda Aceh-Medan Km.295 Landing Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

No. Fomulir

Selain ymg diisi oleh Petugas fbagie ymg disir diisi)
oleh Wajib Pqjak
Beri tanda silalg pada kolom ymg *sui

SURAT PEMBERITAIIUAIT OBJEK pA"rAI( ( SpOp I
I. JENTS I XANSAKSI Er. Perer<MData J, ttrnutal(Irm uata fl3. rtnglapusm Data

t t( Dl ll t(uc hbl/ uEs t Lt)t\ NU UHUI KUDE
2, NUP

3. NUP BEHSAMA

rT_n rr-rT_l n

A. ITFORMASI TAMBAIIAIY UITTUK DATA BARU
4. N()P ASt, fTr t] [T-n rrn r-T-n rrrT_l f]

B. DATA LE-TAI( O&'TK PA^'AX

5. NAMA JAI,AN b. riLoh/ hAv/ NUMoI(

/. UANJAX/:j(JtJAh

I

U. KULI'HAHAN/ DESA 9, NUMUN I IJLbiPUN

C. DATA SU&IEK PA"'AK
IO SIAI US

r I PT'KEH.JAAN

f_j 1. r!0llr( f]2. rcnvffi

f] 1. I,NS1 82. r'Nr/r'r-'LR1

Tl 3. l,eoSetola

f]3. PensE'as-'

f]4. ttmar€r

Tl4. rJ€de

f] b scnar<eta

E 5 | e,nry?

12 NAMA SL'U}'K I'AJAK IJ NPW['

r4 Nl,wPu

15 NAMA JAIf N rb. rJLUr(/ hAv

r/ tsANJAX

IU KULUfiAHAN/ DT'SA .I9 N()MUX I T'LEI'UN

2(} hAuuPArEN/l(urA 2l h()l)lr P()s

22 NUMU}< KI'P 2J NUMUX hAKIU KELUAKGA

D. DATA T
24 NU. SUKII}IhAI

2b LUAS',TANAH (M')

2/ Jl;I{tS HAK

2U ',r UL t !;l(l ll.1KAr

:29 JTJNIli'IANAH

25 ZONA f,{II,AI IANAH I:I

trI. MrllkT_l2. GlmBargl|trm f] 3. uuausDa f]4. pal@ 
f]5. rff-tau

E r. l'ilan + f] z. rlavlmg
franSM Snp t arngun

[l J. t mah T--1 4. ]asrrtasutl Kosng umm

L:atatan : i) ymg petlghasilaxDya smta-mata lrcmsl da gaj! atau uarg lEnsurnar

rl-fr r--T_n [-T-n

rT_rrn
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E. DATA BANGUIYAIII

r' AAN SUBJTR
saya menvatal@n baiwa mlouasr yilg telah saya bcnrm ctild lomur urr temasu-k lmprlenya ada.la-h berE, Jelas ddr
lengkap Deurmt t<eadam yrog sebeDmya.

Dalae hal beftEdat thku kuasar suEt hasa hamp dr@pfks
DaLam hal subJek Pa]au< aendatr$l(m seDdur ubJek Palat(, supaya menggmbakm Sket/ uenah l4kest ubJek paJ*
uatas waktu pengembalEn spup iJU (t8a prrruh) hal seJak dfelma oleh surrlek paJal{

3 r NAMA SU U llh PAJAK/ 3:I IAN(;GAL 3IJ IANDA'I'ANGAN
KU/,SnN YA

HUTUGAS PIJNDAIA

SKET / DENAH LOI(ASI OBJEK PAJAK

34. TANGUAL (r GL/ Br,N /.r H N) TI-rrT-T-Tr-T-r1

35. '!ANDA'I'ANGAN

3tr. NAMA JEt.As

3/. Nrv

\ F;I'I;I(ANtiAN Conloh Penqgmtrm

___l

t*i#1
{NUPI

-l
I 
n*.

l'^"",

- Gmbdk4 sket/denaJr lokasr objek palak (tanpa ska.tal,
ymg dltlubugkm dengm Ja.le mya/Jarm prctokol, Jata
hgKmgm da lm-Iaur yog Eudan dketahul olefr umlm.

ybutku baEs-balas l)elnurkm sebel"a-h utaa, selataD,
tmur dd b:mr.

MUNGIJIAHUI PHABAI' YANG IJTJHWTJNANG

3b. IANGGAL (lGL/IJLN/ IHN)

39.'IANDA IANGAN

f. i\lP

P.4

A.J

l.
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LAMPIRAN SPOP MASSAL

ro. formulrl:E TITI II'
E-, Er |tnsnaputu uara

tr
Trn
rrT'lE fr--l frn T-rn fT-T-] Tr-T-l tr

A. RINCIAN DATA BAT{GUI{AT{
5..,NS PCIYO(,UNAAfl E'ir*na

E roko/ 
^poEk/ 

per/ rtuxo

ElBolfvwB@
ErED-riu
E"p"*-",
EG.dus s.korsh

E 2. tsfikdlo@ s,Ba'a

E 5. t<uen ssl(lv larD,k

E lJ. t,.ryxev atrdms/ l-etura

f] r r. BiB rr'ax x.cm Parsx

fl ra. Poapa b.nsu

tl' ''Ebik
E b. urah }(asal 

'{et<@$
E e. u.dus lto.mrllr

Er2 Bssuu 
',arktr

Err ragk! Mulax

b, LUAS TJAN(iUIIAA

9. I Hr\r UTXLTUVAllI

rT-]

E*e*

E]'*t"

tr, ,,a,<

E2. treioo

tr,x?#,il

tr
tr
tr

i. s.de8 tr -

EI" **
tr" **. n5.s.nsEl 'rREbov

E**r

E 'ldar.da
L]MaD4

tr E.J. r!t,u &ra/ tr" ^""" tr

E 2. 
'aeluu

E2.,np'cx/A3b.s
tr. tr"

III'TIII
rrr
TTT TIIIIII

B. FASILITAS

flsp TrlwtrldN tr tr,

Eu,pbsrr E2. 'rocd

IIT AT"IMAN (M')

IITTT TTTIT
ITTTI ITIII

tr*."
E""'"'
E 'm3h 

Lqv

rT-'l
TT-l
TT-'l

rI
rI
!I

TT-l
rT-'l

EhF/rns El2. U.qra/ 
'rela 

<o

[f r. Hydl,f E '. 
Ad^ E,.

Ll2 sPmkltr tr, *. tr,tr"*^ tr,*"tr,
rTTI

LAMPIRAX SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK

Tr-

TTrl
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fl 
pArJRrK/ TJENGKTjL/ UUDAN ( r, plrr(lAN IAN upB = J/ u)
26 ltN(;(ir j(ULUM (M) [-f 2e LUTjAH rruNtANG (M) rT--l

DATA TAMBAHANc. UNTUK JPB 83l

D DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN -STANDARDNON

rrrT_l rrrT_l rrr--niJU UAYA DUIiL'NU
IAN'I Al tKg,. M1

3I KLLILING
DINDINU (M}

32 LUAS ,I{UZ'LANINT)

tM1

f-l{. Kelas 4

[+. reas +

[+. reas+

f]Z hclas 2

5U I,U'AK'IANGKI I r. urnns [2. ur uman
lad laoai

l-l r. ncns r Dhelas z

D PERKAN I oKAx swAtitA/ (jL |JUNG pEMrixlnlAH lJpt3 =,2 I g)

33 KELAS IJAI'IuUj{AN 
E r. Kcras I E 2. Kel,as z

E I oKU / At{JlrK ,t pAsAX / xuKU (JHB = 4,

J4 KEHS bANGUNAN 
f] r. Kctas . E 

,2. Kctas.2

nHUM H sAKn / KLINIK (JprJ = b)

35 Kr:tAij BANGUNAN f] l. Kclas I 
E z, Keras z

[;. reas:r

f] s. Kehs 3

E3. Kelas:J

3/ LS HUANG TAIN DNG
AC SEN I t(AL (M1

flHUruL/wlsMA (JpB = /l
39 JUrrlS tiul UL

+U JUML,AfI TJIN'I ANU

4T JUML,1\II KAMATI LUAS KMX I,)(iN
AU rjdN.t RAt, (M1

E 2. lrpelJ

I z. rcls z

nBANGUNAN rAHKTK {Jl,u = l.t}

-44 t ty! TJANGU {AN Il} r . r ,pe +

l-'lRrnxt utrtln rJyri = 13,

-+b hErds TJANGUflAN I t. Hcas r

LUAS KMX U(;N
AC Sr1;N l kAl, (M'l

I.S I<UANU LAIN UNG
AU St N',I HAL (M.)

30 LUAS KMR DNG
AU st N I XAL (M')

EUL H HA(iA / HFjhKrAst (.,r,H = bl
JU hbL^s bANG(,NAN f] r. nem r

n l. Notr-Kesrt

I r. uutans s f] z. unranB +

+b J!,MI,AI! APAKI'UMEN
AU SUN'I KAL (M1

E'IANGKI MINYAr (JprJ = t5)
+9 MTASI I AS I ANUKI

tM")

Iuuouta suroLAH pyu
5T KELASHANUUNAN

flz. Resorr

! s. rmms s na. Bmbng t-z E5. Non rjEt@g

[-fFI-l-*. Ls HUANG LAIN t)Nu
AU SEN,I.HAL (M1

fl3. trrE2 Ea. r$c I

|-l r. Kelas s fl+, neras +

E. PENILAIAN INDTVIDUAL x 1000

TIIIID2 Nll,Al Sln-l $M 53. NITAI INUIVIIJUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PBIABAT YANG BERUIENANG

IIII

PUI UCAS PENDAIA

)O IANUA IANGAN

5/ NAMA JUI,AS

5A NIP

)4 IGL hUNJUNGAN
KUMBALI

55 I JI, PENI'AI'AAN

MUI\GUIRHU t P}IAUAI YANG IJUNWUNANLi

59 I'(iL PENELIIlAN

bU IANUA INNGAN

t,I NAMA.JEI,AS

b2 lut,

F
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J
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LAMPIRAN SPOP INDWIDUAL

LAIIIPIRAIT AURAT PEMBERITAHUAIT OBJEK PA.'AK No. r'ormurr[:E rIII IIT
r. Jrrt,s txAr\rJAisr

4,r]cl.p'|ndM1ulr
2. Peurrral<nmo Dala Ei. ftnsnapusa oara

trII III III rrr ITII
I. IDENTITAS O&'EK

4. r okol 
^Por.r</ 

i.a5:/ r.ruro
t],. ftrkdltotusrsla

E 5. 
'{uoar 

lrarov hr,Drk

EB. b.nskcv Gudds/ l]crra.Eo

E ' 
r . Bn8. 

'rdax 
KeE ral€x

D t4. F',.'nPa rreru

tr,.vab.x
E6. u,on Rasa/ 

'<.kFas
E e. rfdu8 nmerutilr

f ,r l,asuid rhrkr

E '! 'dskl 
Mmyax

/, IAiIUII sLLU]l& T,)IBAITUUN
tr, *"

rITI
II. DATA KOMPONEN UTAMA

9, JUML.AH LI,rlAlr(;

r I IUAS T'AAUUNAII

tslal b4*o.ntl

12 LUAS LI BAStsMI,NI

E tld* r.@uk baso.ne TO.JML LT. BASI,M!,IYI E
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IITII
rlrrrrl--
rtrtr

III. DATA KOMPOI{EIT MATERIAL

DIXDINU DALAM E,,.r,.,",

Esoc
tr''as

ERo,oD

EI*"'

DIITUITU DALAM tr
u
tr

E
E
E E

E''€".,"

flMafur

E"*'
rrrr []."

Ea.a$r. JEr. Lr

T'lEkm,'/ .rBr Lr

E
fl ({Dtdu Eo"e E,f,r'.irc

E(,,an Jfr" Lr

tlrc@x.JD,, Ll

ff Karpe' .rul. L'

Elseltn .rEr. Lt

E

E

rII IIT II
III rII IT
rrr
III
TTI
ITI TTI
TTI
III rI TII
rII rrr
TTI rII
rII IIT
rrr rrr

rTI
rrt
rrr
lrr
!rr E

rrr-t
rrr--.l

E,.*"* tr..*""
3. rAi,ufl rnx!,xuvAsl Et:f]

'-r 
l-r-l-l

I1T"'"'""t-r-rr
harP€r JD, tt Trr--]

.,or. Lr Trr--'l

3# '*"rrrr
re6s.JEl.Lr[:::E
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22 JUMLAH I-IT'I'

23 ts}JKALAI UI(

a. PeEuopmg [-T-lurt
a. Lfbtr<0,4m lTlunt

b. blrmg Euut
b- kbe > u,E l-T-lu: ut

Iv. DATA KOMPONEN FASILITAS

Unlt rI
unrr fI:]

TlPr(
Er*

b. wmdow

c. (]eDml
2I JUMI,AH DAN DAYA AC f-T-l-T-l-lu"rt rn, Dl,Ka. spllt

c. l toor

l I I I I Ht st xv()lH
Lt

m

fT'fi-]u rnggr f-T-.l fln

SI:;IEM AIH I'ANAS

D, UUIV

2b. PHL'II'KSI API

a. Batako

c. ticbn
lTacetir-l(

c. ul(u

b. Bata m]-T-lm rms$ TT-l, [-_lm
o. uesr fffflm 

.rEssr [-[-1, []_l-

L.s(8.)
J ml, t,l
L,s(m')

Ea. Hydmr

flo. spmxrer

nc. arm Kebakm

!4. trterxom

2c SlSltM lV

Er:"""

E'iff*"

l-Tl-Tlsatruan
29 JUMI,AH SALIJHAN

UxI" PAIJX
aala
tdlt a.la

iJU. UA}A LISIKIK'I EKPASAN(J l'enmglGl l'etr

32 VIDUO IN I'LHKOM
T-l L.stm1

LlJmr.Lt

3U. KEDALAWIN SUMU( AKIEUIS to rr"r'o*
{t PUNGULA}IAN

LTMBAH

SID-IEM-I'AIA
:iUAKA

I--"1 atr a

H.* uo.

Eff*"
3/. JUMLATI LAPANGAN'LUNIS

dgn tampu l'mpa lffpu HAL,AMAN
a. xmgaa

b. tiedeg
c. Kecs

I
3A LUAS PEHKT'HAFJA]\

[-T-] o*
[--l-l uan

F-]-lnm fT-la. Beton

b. Aspal

c. i mah LEt

Jb KOLAM HENANG

V. DATA KOMPONEN FASILITAS

'rrps flHugd
Iseaans
DMeuengall

Iuerat
[so8ar scrat

4U lcba 4l lantar :

uaya uuung
m'

Rgl6'

42 Luas

DWD

tr JPrJ 3 (PAHHTK) / JHH 6 (GUDANG)

39 I Eggr
Kolom

D 43 Jrmtatr Kmopr TT-l.JPrJ 14 (PUMPA ubNSrN)

JPu lc (tmBlo !]uyaL) 4{ l'osrsr

4b N It,Al SlSl f;M 4 /, NII,I\I INDIVIDUAL

45Kapasrtas ffi*.

VI. PENILAIAN INDMDUAL (x 1OOO Rp )

[uraras mm

f] urnawan taratr

VII. IDENTITAS PENDATA / PF^IABAT YANG BERUIENANG

MT.JN GI'I.AH UI PIjJAIJAI YAN(i TJUHWUNANLi

53'I'GL PUN!;LII'!AN

54 'IANUA'IANGAN

55 I\AMA L,bI"AS

5b NIP

PUI'UGAS PUNDAIA

'U 
'tANDA'IANGAN

5I NAMA .JT'LAS

52 NIP

4A'I'GL KUNJUNGAN
KEMBALI

49 'I GL PUNUAI'AAN

JAl]r-

I

I

I

rT-]

[T-rl-'



LAMPIRAN I]

PERATURAN BUPATI ACEH I,TARA

NoMoRI2 rAHUN2o2s

TDIVTANG TATA CARA PEMUNGTJTAN PA.,'AK BLTMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKoTAAAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

I

I

Fomulir

ymg diisi oleh Petugas (bagi.sr yeg dimir-diisi olch

Banda Aceh-Medal Km.295 Landrng
Kode Pos 24382

WaJrb t,Eak

Bed tarda sitraDg pada kotrom ymg sesuqi

SURAT PEMBERITAHUAN PA"IAK TERHUTANG ( SPPT }
PAJAK BUMI DAIT BANGUNAN TAHUN

NOP: AKUN :

LUIAK OHtsK HAJAK NAM UAN ALAMAI' WAJITJ HAJAK

OBJEK PAJAK LTJAS (m'.) KELAS NJOP PER m'(Rp) ToTAL NJoP (Rp)

PUB yang lerhulatrg

NJUP Sebaga daffi lEugemm r,uB
NJOPI hP INJUP-I rdAT( KCM PEEdq
NJUP utu1< perhflungau FtJu

PAJAK TJUMI DAN BANGUNAN JANG HAKUIi UIIJAYAH INF)

-IGL. JAI UH I EMPI)

t UMPA1 PEMTJAYAHAN

KE PALA tsAIJAN PT.J N G!]LOLAAN KELJAN GAN I]AERAH
KAIJUPAI'EN ACBH U'IARA

Deu/ I(eluharu

SPPI lahu/Kp

hecanaBD

NUP

tEEk UDJek t'aJ*

.,.,..... ''....',. ... .)(.

Dilerctgl i

lada lilgau:

UT

A.

1

I

LHOKSUKON

(



Nama Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal

Tanda Tangan Petugas

PERHATIAN

1 Apabila dalm sPPr terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-Iain)

Wajib Pajak dapat menghubungi BpKD Kabupaten Aceh Utara.

2 Pajak yang terutang harus dibaym sekaligus selmbat_lmbatnya 6 (em) bulan
sejak tmggal diterimmva Surat pemberitahum pajak Terutang (SppD ini.

3 Pajak yang terutang hanya dapat dibaya pada tempat yang ditentukan dalam SppT ini
4 Buhi Pelunasan Pembayarm y*g sah ada.lah surat Tanda Teriria Setomn (srrs) untuk

pembayaran secua langsung atau melalui petugas pemungut.

5 Apabila pembayarm Pajak dilaksmakm dengan trmsfer/pemindahbukukan/pengirimm

uang melaiui bank/kmtor pos, agar mencmtumkar nama wajit' pajak, Nomor objek pajak,

NPWP dan Kode Akun.

6 Pajak yang terutang yang tidak dibayr pada tanggaljatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai

tnrikut:

a) Denda administratif 2%o sebulm dari iumlah pajak terhutmg yang tidak dibaym, dan

b) Ditagih dengm srP-PBB, du dalam har srp-pBB tidak dilunasi, dimjutkan dengan

surat paksa yang diikuti dengm penyitam dan pelermgm atas kakayam wajib pajak.

7 Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SppT ini dapat diajukm ke BpKD

Kabupat€n Aceh Utara dalam jangka waktu 3 ltiga) bulan sejak tanggal diterimanya

SPPI ini.

8 Pemohonm pengurilgil Pajak ymg disesbabkan karena kondisi tertentu objek pajak
ymg ada hubungmya dengu wajib pajak dan/atau kuena sebab-sebab tertentu laimya,
haus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

a) Diterimanya SPPI ini;

b) Terjadinya bencma alam atau sebab-sebab lain yalg luar biasa.

9 Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjmg jika Wajib pajak dapat

membuktikan bahwa hal tersebut di.luil kekuasmya.
l0 Pengajuan Keberatm, Bmding dan Pengurangm tidak menunda krwa,iibm membayar pajak.

1 1 Apabila objek pajak dipindahtangankm kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian,

Wajib Pqiak lnrus melaporkan ke BPKD Kabupaten Aceh Utra.
12 NJOP sebagai dasu pengenffin PBB pada SPPI ini dapat dipergunal<an sebagai dxu

pengenm Bea Perolehan IIak Atas Tmah dan Bangum (BPHTB), sesuai dengan

ketentuan Pasal 12 ayat (3) Qalun Kabupaten Aceh utara Nomor 1 Tahun 2o24 tentang

Paiak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

13 Apabila tmggal jatuh tempo tertulis tanggal :

a) 30 September, maka brrlm I setelah tanggaljatuh tempo adalah tanggal 1 Okober

s/d 31 Oktober, bulil iI adalah tanggal 1 Nopember s/d 3O Nopember, dst.

b) 10 September, maka bulm I setelah tanggaljatuh tempo adalah tanggal 11 September

s/d 1O Oktober, bulan II adalah tmggal 11 Oktober s/d 10 Nopember, dst.

ARA

I
JALIV-

l



PEMERINTAH TIABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
.Ialan Banda Aceh-Medan Km.2g5 Landing Lhoksukon

Kode Pos 243a,2

LHOKSUKON

SURAT KETETAPAN PA.'ATT DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAI{ PER}TOTAAN (PBB-P2)

Nomor

Tanggal Penerbitan

Tahun Pajak

AKUN

Desa/Kelurahan I

Kecainatar

letdi Oblol( Palat(

Almat

Kabupaten Aceh Utua Kode pos

Nma
Almat

Kabupaten/kotat

Kode Pos

l{ama ila.a ala.mat llailb PalaL

NOP NPWP

Pajak "Data

OBJEK PAJAK LUAS (m'?) I(ELAS NJOP PER m2 (Rp) NJOP (Rp)

Perhitungar, Pajak -ymg

Rp

Rp

Rp

Yo

Rp

Rp

6.b. Pengenaan Khusu RS Swasta/PTS/lnvestasi Wilayah Tertentu 1 (...%o

NJOP sebagai drer pengenaan PBB flotal NOp]

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJoPrK)

mgka 6.a)

Persentrue Nuilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJOP untuk penghitungan PBB (argka 1 - mgka 2)

NJKP (mgka 3 x mgka 4)

PBB yang hrus dibal,u (angka 6.a atau atgka 6.b)

PokokTJumlah r PBB,r.mg masih hrus dibaya

Jumlah yang masih hrus dibayr 8 + angka 9)

6.a. PBB yang terutang [filif.... % x angka 5)

Rp

Tmggal Jatuh Tempo

Tempat Pembayaran

u

2\

Bupati Aceh Utaa

Kepala Dinu Pengelolam Keumgm dan

Kekayaan Daerah

a.n

NIP.

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI ACEH TITARA

NoMoR [L raxuNzozs
TENTANC TATA CARA PEMUNGI.'TAN PAJAK BUMI DAI,T BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

PJl

I

*

A. JAL,TA_-

\
A

t
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LAMPIRAN

SURAT KE-TETAPAT.I PAJAK DAERAH (SKPD}

PAJAK BUMI DAI{ BANGUNAI.I PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor :

Tahun Pajali :

TanggalJatuhTempo :

Jumlah Rupiah Menurut
No

wajib Pajak/
Ketetapan

Fiskus/ Keputusan

(1) (3) (4)

1 Lure Bumi m2 m'
2 Lum Bmgunm m2 m2

3 Lure Bumi Bersama m2 m'
4 m2 mf,

5 Bumiperr,r2 (Kela... /Kelm..) I

Lu* bangunm bersma

Rp. Rp.

6 NJOP Bangunan per m2 (Kelm ... ,/Kelx ..) I Rp. Rp.

7 NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelm ... /Kelas ..) 1 Rp Rp.

8 NJOP Bangunm Bersma per m2 (Kelm ... /Kelas ..) ' Rp. Rp.

9 NJOP Bumi (angka 1 x mgka 5) Rp. Rp.

10 Rp.

11

NJOP Bangunat (mgka 2 x angka 6)

NJOP Br:mi Bersma (mgka 3 x angka 7) Rp.

Rp.

Rp

12 NJOP Bmgunm Bersma (angka 4 x mgka 8) Rp. Rp.

1J
-Il: Tr

l4

NJOP sebagai dmar pengenaan PBB (mgka 9 + mgka 10 + angka

11 + mgka 12)

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. Rp.

15 Rp Rp.

16
Yo

t7 Rp

Vo

Rp.

18 Rp. Rp

-T.l Ir-

i9

NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 3 - angka 1 4)

Pereentae Nilaj Jual Kena Pajak (NJKP)

'18.a PBB ymg terutilg ffrif .... o/o x agka LT;

18.b Pengenaanr khusus RS Swasta/PTS/lnvestasi Wilayah

Tertentu') ( ...% x angka 18.a)

PBB yang hams dibayar (angka 18.a atau angka 18.b)

NJKP (mgka 15 x angka 16)

Rp. Rp.
oi Jumiah Pokok PBB ymg mreih harus diba5,a (mgka 19 kolom

(4) - mgka 19 kolom (3))

Nma Wajib Pajak

NTWP

NOP

Perhitungm Pajak ymg rerutmg

llraim

1) Diisi dengm Kel* NJOP/n2 sesuai kolom (3) / Kelas NJOP/m, sesuai kolom (4)

2) Coretyalg tidak perlu

iL} fi

)" :

\
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH T]TARA

NOMOR lz rAHUN 2o2s
TENTANG TATA CAR-A PEMUNGI]TAN PAJAN BUM] DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

PEMERINTAH KABUFATEN ACEH L]-IARA
BADAN PENGELCILA"qX KEUANGAu\ DAER]\H

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS')

Tempat Pembavaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th.
Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecarnaran
: Desa/Gampong

Nomor SPPT (l,trOP)

Sejunlah : Rp.

Tanggal Pernbayaran LT
LBJurnialr

RP

SURAT TANDA TERIMA SETORAN(STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah rnerrerimapembayaranPBB Ttr. 

-] 

dari
Nama Wajib Pajah :

Letak Objek Pqjak : Kecamatan
: Desa,/Gampong

Nomor SPPT (NOP)
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pernbayararr

Jumlah yang

RP
Lernbar untuk Kecamata

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (ST'IS)

Ternpat Ponbayaran :

Telah menerima panbayaran PBB Th. 
I

Nama V/ajib Paja( .

Letal Objek Pajak : Kecamatail
: Desa/Gampong

Nomor SPPT Q.JOP)
Sejr.urrlah : Rp.

Tanggal Pernbayamn
Junlah yang

RP
I-ernbar unhrk BPKD

dari

dari

Tanda Terirna
dan

Cap BanliiPos

Tanda Teritra
dan

Cap Bank/Pos

Tanda Terima
dan

Cap Bantri,Tos

I
II
III
IV
\/
VI
VII
vtI
IX
x
x
x]I

xu
xrv
xv
XVI
XV-II
XVIII
xtx
)o(
xx
xxl
}LYiII
xxlv

Jrunlalr yang hams dibalar (tennasuli denda)jika pembayaran
dilakLrkan pada bulan ke (setelah tanggal janrlr lernpo) :

,.r

:t ii!
-: d'1

JLLIL ./



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NoMoR l) raHuNzozs
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN

PeriLal : Permohonan Angsuran/penundaan pembayaran 1

Dengm Homat,

Sava yang bertmda tmgm dibawah ini
Nma

Alamat

Rertindak selaku ..

Nama

NOP

Letak Obyel: Pajak : .................

menyaiakm mruih mempunyai utmg pajak berdreakm
Bandirg/Putusm Peniniaum Kembali , ,

Tahun Pajak :

No. Ketetapm/Keputusm/Putusan :

Jumlah yang mmih harus dibayr :

Tahun........

Kepada:

Yth. Bupati Aceh Utara

up.Kepada Badan Pengelolm Keumgm

Daerah Kabupaten Aceh Utaa

Terhadap uta:rg pajak tersebut diatas, saya mengajukan pernohonm untuk :

l. mengangsurpembavar-anpajaksebesarRp................... ... ...(..............

a. mffia angsurm : ........................... kali; dan

b. besamyamgsurm : RP, ............. (. ......................

2. menunda pembavua pajak sebesr Rp. . .... .

di

Lhoksukon

SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Keberatm/putusm

.)2 ; atau

..........(.. 12

smpai dengm tuggal .- kaena saya mengalarni kesulitan
keumgan,/likuiditffi3 (posisi Kre, Bmk dm utang piutmg per taggal
keadm di luar kekuasm)l dengm bukti berupa

..........-....(terimpir).

Berdasrkan pemohonan sebagaimana dimal<sud diatre, sava bersedia memberikm jaminm berupa :

Hornat Saya,

Pemohon

Keterangm:

1. Coret gutg tidnk perlu

2. Dtisidengantutcm

3. Keterangan tilatiditas diisi urrtuk badan usaln>

,. ,ra

/mengalmi

ti
l'lr:::

\



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NoMoR lzrAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEiVIUNGUTAN PAJAK BIIMI DAN BANGUNAN PDRDESAAN I,AN PERKOTAAAN

A. SUNAT TAGIHAN PA.JN{ DAERAH

PEMERINTATI KABUPATEII ACEH UTARA

BADAN PEIYGELOLAAN KEUANGAIT DAERAH
,Ialan Banda Aceh-Medan Km.295 Landing Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHCKSUKON

TAHUN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD}
PA.'AK BUMI DAt{ BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(PBB-P2)
t{oMoR
TANGGAL PE}IERBITN{.

Rp. ...,..............................
Dengan huruf:

Jumlah pajak yang
terutang yang masih
harus dibayar

Letak Obiek Paiak
Kabupaten :

Kecamatan :

Desa/Kelurah: :

Alamat :

Nama dan alamat Waiib Paiak

NOP NPWP

1 Rp.
2

J Rp.
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3 ) Rp.
5 Rp.
6 Rp.

8 Rp.

Telah dibayar tanggal

(angka 5)

angka 1

Tanggal Jatuh Ternpo Tempat Pembayaran

Perincian Paiak vang terutang

Rp.

Pajak yang terutang menurut SPPT,/SKPD2 Tahun

yang masih harus dibayar +6+71

4dibayar (angka I
DenCa administrasi 2olo x
Pajak yang berdasarkan putusan Pengadilan

PERHATiAN

1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

2. Apabila setelah lewat tangga! jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa
pelaksanaan sita dan lelang,

Lhoksukon, Tahun........
a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara,
Kepala Bidang

NIP

Potong disini dan kiim ke Dnas Pengelolaan Keuangan dan Kekaga*t Daerah Kabupden Aceh Lltara

Tanggal Penerbitam

Nama WP

lrPu.P
NOP

No. STPD

Diterima tgl, ......... ........,........Tahun ... ... ...

Penerima

>i

A. JALIt'

bulan x Rp

.) r'_-*"9



LTMPIRAN MI

T]DRATURAN BUPATI ACEH UT{RA

NoMoRlZ rAHUN 2o2s

]'ENTANOTATA CARA PEMUNGTJTAN PAJAX I]IJMI DAN BANGUNAN PBRDESAAN DAN PERKOTAAAN

B. SURAT TEGURAN

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAMWAKTU 2I
(DUA PULUH SATU) HARI SE*TELAH TANGGAL

SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUTTINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN TINDAKAN PAKSA.

PEMERINTA}I I{ABI'PATEIY ACEH UTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Banda Aceh-Medan Ka\295 Landing Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut

..........Tahun
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu/Sdr,

Jenis
Pajak

Tahun Pajak
No. dan tanggal STPD/SKPD/

SK Keberatan/ SK Pembetulan/
Putusan

Tanggal
Jatuh Tempo

Jumlah
Tunggakan Pajak

Jumlah

tidak

Keler@g@t

1 Corel

Untuk *"r"";; ;;;; ;;;*il ;;;;; ;;;; ;;;, ;; il;;;;;;;;;;; ;)
Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal saudara tela,h meluuasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh utara.

NIP

Dengan hur (.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangnn Daera
Kabupaten Aceh Utara.

t$

L--

di-

ST'RAT TEGI'FAII

lllomor : .....................

A.



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR lL TAHUN 202s

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

SURAT PAKSA
Nomor: ..............

DEMI KEAI'ILAN BERDASARI{AN I{BTUHANAN YAITG MAIIA ESA
KEPALA DINAS PEITGELOLAAI{ I(TUAT{GAIY DAN KEI{AYAAI$ DAERAH

Meni:,bzrng bahwa , 
*UPATEN A.EH U'ARA

Nama Wajib Pajak/ :

Penanggung
NPWP :

Alarnat/tempattinggal :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut
ke Bank/Pos Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagilean dalam waktu 2 x 24 (dua kati
dua puluh empat) ia^ sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk
untuk melanjutlcan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang miJik
wajitt Pqiak/Penanggung Psiak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jarn surat
Paksa ini tidak rtifenuhi.

PERHATIATT

IIARUS DILI'NASI DALAII WAI{TU 2 X 24

(DUA XAII DUA PULUH EUPATI JAU AETELAH

TAf,GGAT SURAT PABAA I!II, SEAUADAII BATAS

WAI(TU ITU TII{DAIiAT PEilAGISAIT AfiAN

DEIIGAI{ PENYITAAN.

*) Coret Uang tiaah peiu

Lhoksukon, Tahun........
a.n. Kepala Badan PengelolaaL Keuangan

Daerah Kabupaten Aceh Utara,
Kepala Bidang

I\IT.

'::?

rlr

-

PEMERINTNI KABUPATEN ACEH UTARA

BADAN PENGELOLAAN I(EUANGAN DAERAH
Jalan Banda Aceh-Medan Km.2g5 Landing Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

Jenis Pajak Tahun
Pajak

Nom@EFD7--
SK Keberatan/ SK pembctulafl/

Putusan Banding

Jurnlah
Tunggakan Pqiak

(Rp.)

JUMLAH Rp

tsdq

^Ly

Dengan huruf : (..

....)

A.

UTARA



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NoMoR flrnHuu zozs
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANCT]NAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran pBB-p2
Tahun

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib pajak / Kuasa
Nama Wajl6 P"r'.1 : .

Alamat
Letak Objek Pajak

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut
dibayar tunai (restitusi) pada rek. No.
diperhitungkar-r (kompensasi) dengan utang/ketetapan pBB

atas nama
wqiib Pajak
Alamat
Letak Objek
No. Induk**) / I
No. Seri

f] Disumbangkan kepada Negara.
Sebagai bahan per timbangan / peenelitian kami lampirkan:
a. Foto Copy I sprl', SKPD, STPD
b. foto Copy Salinan Surat Keputusan tentang

Penyelesaian Keberatan
Pemberian Pengurangan/ Pengurangan Denda *)
Banding

n ssPD, n

..........Tg1. .....
Kepada:

Yth. Bupati Aceh Utara
up.Kepala Badan pengelolaan Keuangan
Daera,h Kabupaten Aceh Utara
di-

Lhoksukon

Wajib Pajak )

,'.'............. Telp.

.)

Hormat Saya,
Pemohon

E') .{
ARA

\

c. Asli Resi

*) Coret gang tidakperht
**) Di isi rcrror Kohir SPPT

tr Di isi dengattanda X pada kotak yang berkem gattg perlu stja

.JHilf,

Nomorlnduk**) /N ;....
Bersama ini mengajukan permohonan pngembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SppT/SKpD/STpD*)Tahun sebesar Rp, ...........dengan huruf
(.....



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI ACEH I-'TARA

NoMoR l2reuuN zozs

TE}MANGTATA CARA PEMUNGI.,TTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

PEUERINTA}I ITABUPATEN ACEH UTAR{
BADAI{ PENGELOLAAN KTUAIIGAN DAERAII
Jalan Banda Aceh-Medan Km.2gS Landing Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

NO URUT

SURAT KETETAPAN PA.IAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLBI
MASA

TAIIUIY

A. WAJ]B PAJAK

NAMA

NPWP

ALAMAT

B. SPP[/SKPD/SrPD*)

NOMOR

TANGGAL

PBB . P2 TERUTANG

C. OBJEK PAJAK

NOP

ALAMAT

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

I' Berdasarkan Qanun KabuPaten Aceh Utam Nomor I Tahun 2o23 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
telah dil,akukan Pemeriksan atau Ketemgan Lain atas pelaksarmn kewajiban Wajib p4iak.

ll' Dri Pemeriksaan atau Ketemngan Lain temebut diatas, Perhrtungm juml,ah lebih bayar yang seharusnya
tidak terutang adalah sebagai berikut:

IIL Kelebihar, Pembayaran PBB - P2 Tahun

huruf

PERHATI.{N :

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Cilakukan paCa Kas Daenh dengm menggunakan Surat perintah
Membaym Kelebihalt

Ketawrgm
*) Cqet gutg ttdak pabt

Lhoksukon, Tahun........

a.n. Kepala Badr. Pengelol,aan Keuangm Daerah

Kabupaten Aceh Utm,
Kepala Bidang

NIP.

No Sektor
Nomor lnduk

No:nor Seri

Jumlah PBB

Terutang

Kelebihan

Pembayaran

Dikembalikm Dengan

Dipindah

Bukukan
Tunai

Diperhitungkan

(Kompensasi)

Disumbangkm

Kepada Negra

1 2 3 4 5 6 7 a 9

1

:)


